
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

NOMOR 1 1  TAHUN 2012 

TENTANG 

BELANJA KEGIATAN MASA RESES 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD khususnya dalam menyerap aspirasi 

masyarakat di Oaerah Pemilihannya, perlu diatur besaran 

biaya kegiatan masa Reses DPRD Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4691); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5043); 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemburan 

entukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 ten tang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712)i 
1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5104); 

17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 

tentang Orientasi dan Pedoman Togas Anggota DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011  

Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro Nomor 13 Tahun 2 0 1 1  tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011  

Nomor 13); 



21 .  Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 
56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011  
Nomor 56). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA KEGIATAN MASA 
RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro 
5. Anggota DPRD adalah Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro; 

6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 

7. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan 
diluar gedung. 

8. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib 
dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk 
menjaga martabat, kehonnatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

Pasal 2 
PEMBIAYAAN 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 
Biaro ctalam melaksanakan kegiatan Masa Reses, setiap Anggota Dewan 
diberikan biaya reses sebesar Rp. 10.000.000,- {Sepuluh Juta Rupiah) 
sebagai Jasa Penunjang Kegiatan yang dibebankan pada Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 
Biaro; 

(2) Biaya Jasa penunjang Kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di atas, sebagai berikut: 
a. Belanja Makan Minum Pertemuan; . . 
b. Belanja Sewa Gedung / Tenda / Sound Sisten dan Lam-lam. 



Pasal 3 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Ditetapkan di pada tanggal 
IBUPATIKE * 

Diundangkan di Ondong Siau padatanggal 20 Febru�ri 2012 

Ondong Siau 20 FebrU.c'.ri 2012 
p BIARO, � 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

IS, SH. MM MUDA 
9003 1 003 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR 


